
SALINAN 

BUPATI SEMARANG 

PERA TURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 80 TAHUN2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEl\IBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG 
PETERNAKANDANPERIKANANDIKABUPATENSEMARANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATISEMARANG, 

· a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
riiasyarakat secaia umi.un, maka Pernerintah Daerah Kabupateri 
Semarang melalui kegiatan di Bidang Petemakan dan Perikanan telah 

, mengalokasikan bantuan berupa hibah barang atau uang kepada 
· masyarakat h1dang petemakan dan perikanan di k.abupaten Semarang; 

b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dapat tepat sasafa11 dan diperfanggtiiigjawabkah, nfaka perlu 
disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Semarang; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propiiisi Jawa Terigah~ 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas­
batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Taihbahah Letnbarati Negara Republik Indoi1esia Noh1or 4286) ; 

Undang-undang ... 



.. 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Le1i1barari Negara Republik lridoriesia Tahun 2004 Nomor S, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan . Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
1~rnb~rnn N~~~rn R~pyl;,lik fodon~~ia N9m9r 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4421); 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negafa Repliblik Iiidoi1esia Tahun 2004 Noi·rior 118, Tariioaliari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) Sebagaimana 
telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5073); 

9, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
U,em:t>smm Neg~rn Republik JndoJJesia Tah\m Z004 Nonwr 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non1or 4844}; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor li6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
?015); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotarnadya Daetah Tirigkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3079); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

l 5. Pernturan PemerJnt~h Nomor ~~ Tahµn 200~ t~ntang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Noi11or 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ............ . 



Menetapkan : 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dai1 Killerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
_Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. :Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. P~r11turc!,n Pr~~iq.~n Nomor 54 T~t1n 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua A.tas Peraturan Ptesiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik fodonesia Nomor 5334) _ 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah _terakhir dengan Peraturan Menteri Ualam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pf:dom11n Pemberi;:tn Hibah d~n Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 4501) 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 ltentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

23. Peratura11 Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 
(Lemabaran Daerah ~abupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah ' Kabupaten Semarang Nomor 16) 
Sel,agaim~na tekih cHrubah dengan Peraturan Daen1h Kabupaten 
Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten . Sen1arang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Organisasi -dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

2~ - Peraturan Bup1:t~i Semarang Nomoi: 118 Tahui1 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Banttian Sosial _yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan B~la~j_a Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2011 .Nomor i 18); 

'MEMUTUSKAN 

PERATURAN BlJPATI' TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMBERIAN HIBAH KEP ADA MASYARAKAT BID ANG 
PETERNAKANDAN PERIKANAfiDl KABUP ATEN SEMARANG 

Pasal 1. ... .. ...... .. 



Pasal 1 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Peternakan 
dan Perikanan di Kabupaten . Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 
.Pfil 4014 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 80 



LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR : 80 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PEMBERIAN HIBAH KEP ADA 
MASY ARA.KAT 
BIDANG PETERNAKAN DAN 
PERIKANAN 
DIKABUPATENSEMARANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT 
BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN 

DIKABUPATENSEMARANG 

I. PENDAHULUAN. 

A. Latar Belakang. 

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 
yang mciiipakan penyai1gga paiigaii ibukota Provinsi Jawa Tengah sellingga hampir 
semua kebutuhan bahan pokok terutama protein hewani didatangkan dari Kabupaten 
Semarang. 

Secara khmatologt wiiayah Kabupaten Semarang sangat potensi untuk 
pengembangan usaha petemakan dan perikanan 

Komoditas usaha petemakan dan perikanan mempunyai keunggulan yang 
komperatif dibandingkan dengan jenis usaha agribisnis laitmya.Temak dan ikan 
merupakan sumber protein hewani yang permintaannya semakin meningkat dari 
t~:hm, le t!!:lmn §efring tmnl:>µ!my~ peridµdµk da:n pertµmbµhan eko:nofllj yang 
semakin membaik. 

Sehubungan dengan hal disebut, Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten 
Semarang melalui kegiatan Bidang Petemakan dan Perikanan berupaya untuk 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui 
penguatan modal di tingkat masyarakat yang melakukan usaha peternakan dan 
perikanan. Kegiafa11 yang akaii dilaksanakan adafah pemberian bantuan berupa hibah 
barang maupun uang. 

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah barang atau uang 
kepada masyarakat daiam bidang petemakan dan perikanan di Kabupaten Semarang 
dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur 
petunjuk pelaksanaanya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak. 

B. Maksud dan Tujuan. 

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah: 
a. Pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang petemakan dan 

perikanan di Kabupaten Semarang; 
b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban; 
c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; 
d. teit:ib admiriisliasi, tepat waktu, tepat sasaran dah man.fa.at serta disiplin 

anggaran; dan 
e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. 

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah : 
a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya 

masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan; 

b. memperkuat ... . . .. . . .. . 
w 



b. memperkuat modal usaha masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan 
kegiafan di bidang i>eteii-fa.kan dari perikanan, se¥ta 

c. mendorong berkembangnya usaha petemakan dan perikanan serta 
kelembagaan ekonomi pedesaan di Kabupaten Semarang. 

II. SASARAN. 
Sasaran pemberian bantuan hibah adalah masyarakat bidang petemakan dan 
perikanan,di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan: 

ill. KRITERIA BANTUAN. 

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan. 

1. Kelompok belanja langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada 
masyiirakat bidahg peterilakah dari perikanan di Kabtipateil Se111ararig dalam 
bentuk barang yang dapat terdiri dari : Belanja Hibah Peralatan, Belanja Hibah 
~clhan _~aterial (al bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit temak), Belanja 
ttibah Konstruksi/Bangunan. 

2. Kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah 
kepada masyarakat bidang petemakan dan perikanan di Kabupaten Semarang 
dalam bentuk uang 

B. Bentuk Bantuan. 

Hibah kepada masyarakat bidang petemakan dan perikanan di Kabupaten 
Semarang diberikan dalam bentuk: 

1. Barang 
Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dimana pengadaannya dilaksanakan 
oleh Dtnas Petemakan dan Perikanan kabupaten Semarang berpedoman pada 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan barang tersebut 
kemudian diserahkan kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Semarang 

2. Dang 
Bi.µiml.µl g.il_:>~rikc1n daJc1m \>~ntµk uang yang ciitnmsf~r lcmgsung ke rekening bttnk 
atas nama kelompok penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati Semarang. 

C. Penerima dan Besaran Bantuan. 

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada masyarakat bidang petemakan dan 
pciikatJ.an di Kabupatei1 Sethat'a11g sefanjtitnya ditetapkan dalat11 Keptitusan Bupati 
Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan 

D. Penggunaan Bantuan 

Bantuan yang di berikan kepada masyarakat berupa hibah barang maupun uang 
di@.inakan sebagai bat1fuai1 tnodal u11tuk 1nengembangkan usaha masya1·akat di 
bidang petemakan dan perikanan di Kabupaten Semarang penerima bantuan 

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN. 

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat hams 
mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan 
<;.lc1n P~rik:i:lmm Ki:ilJupi:iten S~m¥ang <:il:ln memem1hi p~r~yaratan sebagai b~rikut : 
A. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang; 
B. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan; 
C. Kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara 

temak maupun ikan dengan baik; 
D. Kelompok Masyarakat .. .. .......... . 



• 

.. 

.. 

D. Kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan 
dan pela.yaiiari tekiiis daii Dinas Peteriiakan dan Perikarian Kaaupaten Semarang; clan 

E. Sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan 
Ketentua1i Perafuran Perundang-oodanga11 yang berlaku . 

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN 

, 
,. 

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan 

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan 
pfoposal permohonan baiifuan kepada Bupali Semarang melalui Ket,ala Dinas 
Petemakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan dilampiri : 
1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok; 
2. baftar nama anggota kelompok yang diketahut oleh Kepala Desai Lurah dan 

Camat dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang 
anggota; 

3. Susunan kepengurusan kelompok; dan 
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB); 

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan. 

1. Kepala Dinas Petemakan dan Perikanan membentuk tim verifikasi dan evaluasi 
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukail verifikasi dan evaluasi ternadap 

permohonan bantuan hibah barang/uang yang masuk ke Dinas Petemakan dan 
Perikanan Kabupaten Semarang 

3 . .Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala binas Petemakan dan Perikanan 
Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan 
Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan 

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten 
Semarang dan petimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 
serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati 
Semarang nienetapkah dafta1; pe1ierirl:1a dan besaran bantuan yaiig akan dihibahkan 
dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran. 

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan 

1. Bantuan Berupa Barang 
Bahttiafl berupa bara11g dilakukan de11gan ca.ta pengadaah ha.rang yang dilakukan 

· oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan berpedoman 
pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian 
ba11tua11 hibah berupa barahg d1 salurkan kepada penerima bantuan hibah sesuai 
dengan Keputusan Bupati Semarang. 

- -

2. BantuanBerupa Uang 
Bantuan berupa uang di berikan dalam bentuk: uang yang ditransfer langsung ke 
rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan hibah sesuai dengan 
Keputusan Bupati Semarang. 

E. Mekanisme Pertanggung Jawaban 

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 
hibah yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berfaku 

2. Penerima bantuan ......... . 



2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) 

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 
Keua1igai1 Kepa<la Bupat1 Se1narang foelalui Kepala Dfoas Peternakan dan 
Perikanan Kabupaten Semarang untuk bantuan yang berupa barang, dan Kepada 
Bupati S_emarang melalui Pejaba! Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan 
K.epala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk bantuan berupa uang paling 
lambat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya 

4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi: 

a. Laporan penggunaan hibah 
0. Surat periiyafaaii fanggtiiig jawab yang menyatakan bahwa hil>ah yang 

diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 
_9,an 

c. 13ukti-bukti pengeluaran yang lengkap clan sah sesuai peraturan perundang­
undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima 
barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa 

VI PENGAWASAN DAN SANKSI 

A. Pengawasan 

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system : 
a. Pengawasaii inelekat, yaitu pengawasaii oleh aparat secara vertikal yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan 
pemantauan 

b, Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat 
Kabupaten Semarang. 

2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi 

a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan 
baiituan yai1g diteriina secara berkala kepada Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Semarang 

b. Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berkewajiban 
melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi atas 
pemberian bantuan 

c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur 
pada Inspektorat Kabupaten Semarang 

B. Sanksi 

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian 
hanfuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakah sailksi sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

·-



VII. PENUTUP. 

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian 
pemberian hibah kepada masyarakat bidang petemakan dan perikanan di Kabupaten 
Semarang. 


